
ABS~ 

Di dalaa suatu perjanjian utana-piutang terdapat 

pihat yana berhat aenuntut auatu preataai (kreditur) 

dan pihat yana bertewajiban aemenuhi auatu preatasi 

(debitur). Terhadap pihat yang aeminjam (debitur) ha­

rualab meaenuhi kewajibannya yaitu ~•bayar teabali ae­

ju•lah uana yana dipi"njaa seauai denaan waktu yana te­

lah ditentutan, tetapi tarena aenumputnya uana pinja­

man debitur terhadap para treditur pada akhirnya debi­

tur tidak dapat meaenuhi kewajibannya, yaitu aenaea­

balikan uana pinJa•an aeaaai denaan yana telah diten­

tukan (wanp·restasi). JC.arena debt tur wanprestaai •aka 

treditur Minta peaenuhan preatasi atan tetapi debitur 

aasih belum ae.enuhinya aaapai akhirnya debitur aenaa­

jukan per•ohonan kepailitan karena tidak maapu laai 

meabayar utana-utangnya. ~~~ .. ~~' 

Menurut ketentuan paaal 1 ayat (1) Undana-undana 

Kepailitan yang dijatuhi putusan pailit adalah "setiap 

berutang yana berada dalam keadaan telah berhenti aem­

bayar utana-utananya,- denaan putusan hakhn, bait ataa · 

laporan sendiri, bait atas peraintaan seorana atau le­

bih para piutangnya" . 

Denaan dijatuhkannya putusan tepailitan oleh Pe­

naadilan Neaeri yang berwenana. maka si debitur meski-



pun sebaaai peailik harta kekayaan menjadi kehilanaan 

haknya untuk berbuat bebas dalam menaurus dan menauasal 

harta kekayaannya yang termaeuk dalaa bodel tepailltan, 

(pasal 22 pk). Matsudnya ialah untuk menceaah sitaan 

dan .etsekuai oleh seorana kreditur atau lebih. atau un­

tut aenahentikan sitaan atau eksekusi, karena beaitu 

orang aendengar bahwa debitur tidak •••pu laai •eabayar 

aemua hutananya, maka timbul auatu perlombaan untuk 

terlebih dahulu aendapatkan pembayar~n dari debiturnya. 

Di dalam kepailitan debitur pailit tetap menjadi 

pe•ilik dari boedelnya tetapi ia tidat Iaai menauasai 

dan aenauruanya. Penaurusan dan penauaaaan harta pailit 

sampai denaan pemberesannya deai huku• dituaaskan dan 

dilatutan oleh Balai Barta Peninaaalan di teapat wila­

yah hutum Pengadilan Neaeri yang menjatuhkan putuaan 

kepailitan (pasal 13 ayat (2) pt). 

Disediakannya lembaga tepailitan· merupatan rea­

lisasi dari pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, yaitu se­

orana debitur harus aeapertanaaunaJawabtan harta teta­

yaan untuk membayar kembali butana-hutananya denaan 

barta benda yang dimilitinya bait bergerat atau tidak 

beraerak, bait yang ada aaupun yana akan ada yana ae­

muanya itu menjadi tanaaunaan untuk seaala perikatan­

nya. 



Di dalam menyelesaikan soal tepailitan dapat di-

teapuh dua cara yaitu dengan menawarkan auatu perdaaai-

an atau denaan dilakukannya insolvensi yaitu keadaan di 

mana harta pailit harus dijual lelang di muta umum dan 

haailnya dibaai-baai kepada para treditur sebaaaimana 

di•aksud dalam pasal 1132 KUHPerdata. Di dalam pembaai­

an barta pailit tidak menjamin bahwa semua taaihan dari 

tiap-tiap kreditur dapat dipenuhi, biasanya dapat dika­

takan babwa sebaaian dari hutana itu tidak bisa dibayar 

lunas walaupun telah berakhir tepailitan. Berdasartan 

teraebut di atas timbul peraasalahan yana aeabuat saya 

tertarik untuk meabahasnya dalam stripsi ini. Denaan 

menaambil judul "Tanaauna Jawab De~itur Setelah Ber­

athirnya Kepailitan Terbadap Sisa Butana." Sedanakan 

permasalaban dirumuskan sebagai berikut : Baaaiaanatah 

tanaauna jawab debitur terhadap kreditur setelah ber-

athirnya kepailitan apabila masih terdapat sisa butana? 

Tujuan dilakukannya penelitian dala. penyusunan 

skripsi ini adalah untuk menaetahui menaenai tanaauna 

jawab debitur terhadap utana-utana yang belum sepenuh­

nya dibayar walaupun kepailitan telab berakhir. 

Data• penyusunan skripsi ini metode pendetatan-

nya dilatukan secara yuridis maksudnya pembahasan di-

dasarkan pada peraturan perundana-undanaan. suaber data 



berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukua pri­

mer yakni bahan hukum yana beraifat menaikat dan bahan 

hukua sekunder yang aenjelaskan bahan hukua priaer be­

rupa pendapat para Sarjana, literatur-literatur dan 

sebaaai penunjana aenaadatan studi lapanaan berupa wa­

wancara denaan pejabat PHP dan Penaadilan Neaeri Sura­

baya. 

Penauapulan data dalaa skripsi ini dilakutan de­

naan cara studi tepustakaan denaan jalan meabaca dan 

mempelajari, menaidentifikaai keaudian aengklasifitaai 

secara sistematis berdaaarkan peraasalahan yana dikaji 

dan aateri yana dibahas dalaa stripai ini. Kemudian di­

olah menaaunakan aetode deduktlf yana peabahaaannya di­

dasartan ataa suatu hal yana umu• kemudian diterapkan 

pada permasalahan sehingga menghaailkan jawaban thuaua. 

Selanjutnya dianalisis aecara kualitatif yaitu denaan 

menelaah sisteaatika peraturan perundana-undanaan yana 

menaatur masalah tersebut. 

Pelatsanaan penyusunan stripsi saya baai aenjadi 

eapat fase, yaitu persiapan memerlutan wattu 4 ainaau, 

pengumpulan data aeaerlukan wattu 6 dan penaolahan ser­

ta analisis data diperlukan wattu 4 ainaau. 

Nengenai tanaauna Jawab debitur terhadap utana­

utana yang belua sepenuhnya dibayar sedanakan tepailit-



an sudah berakhir, maka apabila debitur usabanya bana­

kit dan berkembana, para kreditur memperoleh ke•bali 

hak-hatnya untuk menjalankan putuaan-putuaan menaenai 

piutana-piutana mereta terhadap debitur bebas pailit, 

akan tetapi bisa utana yana belum terbayar itu ae­

lanjutnya aerupatan perikatan bebas (natuurlijke Ver­

bintenissen) yana aecara suta rela dipenuhi. Sedanatan 

apabila betas pailit setelab berathirnya tepailltan 

mempunyai harta laai atan tetapi setelah diketahui ter­

nyata harta tersebut adalah harta yana aeharusnya Masuk 

dala• kepailitan, yana pada waktu diadakan pe•beresan 

t idak dike tabu i, aaka hart a tersebut ke11ba li dalam har­

t& pailit. Ataa perintah Penaadilan Neaeri, BHP akan 

meaberestan dan aemba.inya aenurut daftar-daftar pem­

baaian yana dulu. Sedanakan apabila debitur bebas pal­

lit setelah berakhirnya kepailitan dalam usahanya tidak 

banakit laai dan bertambab bangkrut maka para kreditur 

harus mau meneriaa peabayaran piutananya menurut per­

i•banaan, hal ini lebih bait dari pada ·kreditur tidak 

mendapatkan pelunasan sepeserpun. 

Jadi jelaslab babwa disatu pihat tidak ada pena­

hutuman yana meabawa cacat nama seumur hidup, di lain 

pihak tidat ada pe•bebaaan hutana apapun. 




